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Abstract

The Manado City Regional Revenue Agency as a regional apparatus (SKPD)
is based on Manado City Regional Regulation No. 1 of 2019 concerning
the establishment and composition of Manado City regional apparatus and
Manado Mayor Regulation No. 11 of 2019 concerning the position,
organizational structure, objectives and functions and work procedures of
the Manado City Regional Revenue Agency.n the work program
implemented, there are assumptions that may become problems with
budget realization in the future. This study aims to determine the
expenditure budget in assessing performance through the Effectiveness
Calculation at the Manado City Regional Revenue Agency. The type of
research used is a qualitative method, the data processed is in the form of
Budget Realization Reports and Physical and Financial Realization of the
Manado City Regional Revenue Agency from 2020 to 2022. The technique
used is measuring effectiveness in the 2020 to 2022 budget report. The
results of this study state that in the results of the effectiveness ratio, it is
stated that in 2020 and 2022 the criteria are "effective". However, in 2021,
there was an error in planning triggered by weak planning and
inappropriate budget priorities which caused ineffectiveness in the use of
the budget and affected the performance of the agency at that time.
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Pendahuluan

Indonesia telah mengalami perubahan besar dengan diperkenalkannya
otonomi daerah. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah dapat mengelola
keuangan secara otonom dengan dukungan peraturan berlaku sebagai landasan
hokum. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah selain
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah juga
menuntut transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat yang berperan
penting dalam pengukuran kinerja pemerintah. Pengelolaan keuangan yang
efektif dapat membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan
otonominya. Penganggaran daerah menjadi fokus utama karena tidak hanya
mencerminkan bagaimana dana publik digunakan tetapi juga sejauh mana
efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangannya.

Pada penelitian ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado merupakan
subjek untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran belanja khususnya
biaya operasional sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. Memperhatikan
temuan dari Juwita (2014), Biswan dan Kusumo (2021), Setiawan dan Soleh (2021),
Pambudi (2023), dan Wicitra dan Affan (2023), masalah perencanaan dan
pengendalian anggaran merupakan faktor krusial dalam efektivitas pengelolaan
keuangan daerah. Berdasarkan isu efektivitas anggaran belanja pada biaya
operasional Badan Pendapatan Daerah maka penelitian ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan
pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di

masa yang akan datang.

Kajian literatur

Suparwoto (1992) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sistem dalam
mengukur dan mengelola transaksi keuangan dalam menghasilkan informasi
untuk membantu pihak eksternal maupun internal dalam mengambil keputusan.
Secara lebih khusus, Yuesti et al. (2020) menjelaskan bahwa akuntansi
pemerintahan adalah suatu sistem akuntansi yang diterapkan oleh entitas

pemerintahan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga
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pemerintah lainnya) untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi
keuangan dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik
dengan tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan
keuangan pemerintah. Sari et al. (2018) menemukan bahwa akuntansi pemerintah
memungkinkan evaluasi objektif terhadap keberhasilan dan efisiensi dalam
pelaksanaan anggaran belanja dalam menyoroti area yang memerlukan perbaikan
untuk meningkatkan efektivitas keuangan. Menurut Yuesti et al. (2020), akuntansi
pemerintah memiliki beberapa karakteristik berikut.

1. Pemerintah tidak memperoleh profit dan pendapatan seluruhnya diperoleh
dengan sifat "memaksa” yaitu berupa pajak atau pendapatan lain yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan
pemerintah untuk memungutnya.

2. Pemerintah dimiliki secara kolektif oleh konstituen.

3. Kontribusi sumber daya keuangan tidak dikaitkan langsung dengan pelayanan
/produk yang diberikan pemerintah.

4. Secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional dibuat secara
politis oleh lembaga perwakilan negara yang menganut demokrasi.

5. Keputusan harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan
laporan lain yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus
bersifat terbuka.

Sudaryo et al. (2017) mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah
daerah adalah suatu ukuran dengan menggunakan indikator keuangan. Analisis
kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu
dengan melakukan berbagai analisis keuangan sehingga diperoleh posisi
keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan
berkelanjutan. Apriyanti et al. (2019) dan Setiani dan Madila (2019) menemukan
bahwa pengukuran kinerja sektor publik fokus pada evaluasi efektivitas dan
efisiensi pengelolaan sumber daya, dimana variabel seperti realisasi anggaran,
pertumbuhan belanja, dan rasio efisiensi digunakan untuk menilai performa
keuangan daerah. Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari
manajemen untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan
organisasi pada pemangku kepentingan atas pengelolaan dana publik dan

pelaksanaan berupa rencana program yang dibiayai (Sujarweni, 2019). Mardiasmo
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(2018) menekankan bahwa anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi

utama, antara lain sebagai: alat perencanaan (p/anning tool), alat pengendalian

(control tool, alat kebijakan fiskal (fiscal tool), alat politik (politic tools), alat

kooordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja (performance measurement

tool), dan alat motivasi (motivation tool. Anggaran sektor publik merupakan
komponen kunci dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan mengoptimalkan
penggunaan dana di lembaga pemerintah melalui analisis varians dan rasio
efisiensi untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien

(Fatimah, 2021).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan tersebut didukung oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 angka 7 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Struktur APBD
merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa hal berikut.

1. Pendapatan daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa
pendapatan daerah adalah hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
oleh daerah.

2. Belanja daerah. Halim dan Kusufi (2012) menyatakan bahwa belanja daerah
merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 Ayat (1), memberikan secara rinci
klasifikasi belanja daerah sebagai berikut.

1. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib

2. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan

3. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program
dan kegiatan, serta jenis belanja

4. Pembiayaan daerah
Analisis rasio keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat ukur untuk

membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja

keuangan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya rasio keuangan
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tergantung pada kepentingan dan penggunaanya, begitu pula perbedaan jenis
analisa juga dapat menimbulkan perbedaan rasionya (Putra, 2018). Alat analisis
rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah dengan
membandingkan berbagai aspek keuangan seperti derajat desentralisasi fiskal,
ketergantungan keuangan, kemandirian daerah, efektivitas pendapatan, efisiensi
keuangan, dan pertumbuhan pendapatan serta belanja. Hal ini memungkinkan
pengukuran objektif terhadap kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya
keuangannya, menilai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta
menentukan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut (Oktaviani et al.,
2022).

Efektivitas merujuk pada evaluasi sejauh mana dana yang dialokasikan dalam
anggaran telah digunakan dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas anggaran
dapat diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan
dalam anggaran. Jika hasil aktual sesuai atau melebihi target, maka penggunaan
anggaran dianggap efektif (Putra, 2018). Penilaian kinerja khususnya efektivitas
penggunaan anggaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021,
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018, dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.02/2020.

Pada konteks efektivitas, Bumulo et al. (2018) dan Xu et al. (2022) menjelaskan
bahwa penggunaan anggaran belanja yang efektif harus mencapai tujuan yang
ditetapkan dengan optimal dimana penyerapan anggaran yang tinggi dan sesuai
dengan hasil yang diinginkan mengindikasikan efektivitas yang baik. Pada konteks
efisiensi, Scott (2015) menjelaskan bahwa rasio efektivitas pada laporan realisasi
anggaran mencerminkan sejauh mana sumber daya dan anggaran yang tersedia
dimanfaatkan dengan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Fahlevi dan Ananta (2015) juga menjelaskan bahwa pemahaman dan
penerapan praktik efisiensi dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja
anggaran belanja guna memastikan bahwa dana digunakan secara efektif untuk

menghasilkan output maksimal.
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Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat
deskriptif. Penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti dan mengamati suatu
kejadian atau peristiwa yang selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil
analisis yang dilakukan. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung
dari pegawai bagian keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado
melalui observasi, wawancara, atau survei. Data sekunder adalah informasi yang
diperoleh dari sumber lain, seperti dokumen resmi, publikasi, atau penelitian
sebelumnya.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama,
mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumen terkait Laporan
Realisasi Anggaran, khususnya mengenai belanja. Kedua, data tersebut
diklasifikasikan dan dikelompokkan untuk memudahkan analisis. Ketiga,
menganalisis data dengan menerapkan rasio efektivitas. Hasil analisis disajikan
dalam bentuk teks naratif, dan tabel agar dapat dipahami dengan mudah.
Keempat, penarikan kesimpulan mengenai efektivitas anggaran belanja yang telah

dianalisis.

Hasil dan pembahasan
Rasio efektifitas mengacu pada Tabel 1 dan digunakan pada Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), realisasi belanja langsung, dan realisasi belanja tidak langsung

dengan tujuan berikut.

1. LRA. Bertujuan untuk menilai keefektifan dari penggunaan anggaran secara
menyeluruh yang dibandingkan dengan target anggaran yang telah
ditentukan.

2. Realisasi belanja langsung. Bertujuan untuk menilai keefektifan dari
penggunaan anggaran yang digunakan dalam masa program kegiatan pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Manado berjalan.

3. Realisasi belanja tidak langsung. Bertujuan untuk menilai keefektifan dari
penggunaan anggaran yang digunakan untuk gaji, tunjangan, dan belanja

tambahan.

142



Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis, Vol. 2, No. 2, 2024

Tabel 1. Rasio efektifitas

Presentase pengukuran

Kriteria rasio efektif

100% ke atas
90% sampai 100%
80% sampai 90%
60% sampai 80%
Kurang dari 60%

Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No 690.900-327 Tahun 1996

Tabel 2 menyajikan target dan realisasi dari belanja tahun 2020, 2021, dan 2022.

Tabel 2. Target, realisasi, dan rasio efektivitas

Tahun Target Realisasi Rasio efektivitas
(Rp.) (Rp.) (%)
Belanja langsung 2020 5.778.985.750 5.374.197.880 93,00
2021 5990.489.814  4.200.393.023 70,12
2022  9.012.297.314 7.583.171.299 84,14
Belanja tidak langsung 2020  17.842.309.021  15.325.241.961 85,89
2021  22.186.889.150  16.064.399.985 72,40
2022  21.950.537.825 19.837.734.873 90,37
Total belanja 2020  23.621.294.771  20.699.439.841 87,63
2021  28.177.378.964  20.264.793.008 71,92
2022  30.962.835.139  27.420.906.172 88,56

Sumber: Data olahan (2023)

Target belanja merupakan target anggaran yang telah dijumlahkan dari angka
anggaran pada program kegiatan dibandingkan dengan realisasi belanja yang
merupakan realisasi dari anggaran dari semua pengeluaran dalam program
kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Hasil penghitungan

diuraikan sebagai berikut.
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Rasio efektivitas belanja langsung 2020:
= 5374.197.880 : 5.778.985.750 x 100%
= 9300%

Rasio efektivitas belanja langsung 2021:
= 4.200.393.023 : 5.990.489.814 x 100%
=7012%

Rasio efektivitas belanja langsung 2022:
= 7.583.171.299 : 9.012.297.314 x 100%
=8414%

Hasil analisis juga dilakukan pada belanja tidak langsung atau realisasi dari

anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Hasil penghitungan
diuraikan sebagai berikut.

Rasio efektivitas belanja tidak langsung 2020:
= 15.325.241.961 : 17.842.309.027 x 100%
= 8589%

Rasio efektivitas belanja tidak langsung 2021:
= 716.064.399.985 : 22.186.889.150 x 100%
= 72,40%

Rasio efektivitas belanja tidak langsung 2022:
19.837.734.873 : 21.950.537.825 x 100%
90,37%

Hasil analisis juga dilakukan pada total realisasi belanja dari anggaran pada

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Hasil penghitungan diuraikan sebagai
berikut.
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Rasio efektifitas belanja 2020:
= 20.699.439.841 : 23.621.294.771 x 100%
= 87,63%

Rasio efektifitas belanja 2021:
= 20.264.793.008 : 28.177.378.964 x 100%
=7192%

Rasio efektifitas belanja 2022:
=27.420906.172 : 30.962.835.139 x 100%
= 8856%

Berdasarkan penilaian efektivitas anggaran belanja pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Manado selama periode 2020-2022, terlihat variasi dalam hasil
perhitungan rasio efektivitas. Pada tahun 2020, efektivitas dinyatakan cukup
efektif dengan presentase capaian belanja sebesar 87.63%, yang berada di antara
kriteria 80%-90% menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pada tahun 2021,
efektivitas menurun menjadi kurang efektif dengan presentase capaian belanja
sebesar 71.92%, berada di rentang 60%-80%. Pada tahun 2022, efektivitas
kembali menjadi cukup efektif dengan presentase capaian belanja sebesar 88.56%
juga berada di rentang 80%-90%. Tahun 2021 dianggap kurang efektif dalam
kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Manado karena masalah dalam aspek
perencanaan anggaran. Sebagai solusi, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado
melakukan peninjauan kembali pada perencanaan dan melakukan survei yang
lebih baik dalam penentuan anggaran.

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado berhasil mengatasi permasalahan
tersebut pada tahun 2022 dengan peningkatan rasio efektifitas sebesar 16,64%
dari tahun sebelumnya, yang mengindikasikan peningkatan kinerja. Pada tahun
2022, rencana solusi yang diusulkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota
Manado untuk masa depan meliputi pembuatan program tambahan, fokus pada
perencanaan yang lebih baik dengan menetapkan target dan tujuan yang jelas,
serta melakukan evaluasi untuk setiap program atau kegiatan. Berdasarkan dasar

hukum yang berlaku, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah mematuhi
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ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.
Penggunaan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Manado juga telah
mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2021.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis perhitungan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas
dan pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado
adalah mencapai tingkat efektif dengan nilai kinerja pemerintah yang baik
meskipun dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2020,
kinerja pemerintah menunjukkan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2021, kinerja
pemerintah memiliki kriteria kurang efektif. Pada tahun 2022, kinerja pemerintah
mengalami kenaikan dan dinyatakan baik jika ditinjau dari rasio efektifitas dengan
kriteria cukup efektif. Realisasi belanja yang diterapkan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kota Manado telah sesuai dengan ketentuan dasar hukum yang berlaku.
Kesesuaian ini terlihat dari kemampuan menyajikan realisasi belanja dan dokumen
keuangan lainnya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
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